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ABSTRACT

*

Law is a systern of values and norms which may not be perfect. In practice. judges play a very important
und significant role to meet the peeple’s needs. Judges must follow the development of their socicty.
including their values and norms system of life, especially the basic principles, such as Pancasila for the
Indonesian people. Interpretation and implementation of such values must he cousistent Lo the Pancasila
ideology. This task is net easy, because sometime laws cannot be applicable to every ronurete situation.
Laws need Lo be completed, developed, and updated. The writer of this article concludes that the Indone-
vian Sapreme Court (or the Indonesian judges in general} should become the figures in handung this job.
But, it can he realized if the Supreme Court is repectable.

I. PENGANTAR

Akhir-akbir ini kedudukan dan peranan Mahkamah Agung ramai diperbincangian
herbagai khalayak. Tulisan ini bermaksud mengupas suatu sudut pandang yang mungkin
luput diperhatikan dalam perbincangan sclama ini. yakni tentang kedudukan dan peranan
hukim (terutama para hakim agung) dalam proporsi yang demikian sentral dalam rangka
pencmuan dan pembinaan hukum nasional.

Tulisan ini dibagi dalam tiga bagian utama, diawali dengan “penemuan hukum dalam
scjarah pemikiran teori hukum.” yang mengupas beberapa pendapat lentang posist hakim
dalam penemuan hukum. berikut kelebihan dan kekurangannya. Dalam praktek. tampak
hahwa faktor-faktor otonom pada diri si hakim memegang peranan penting, terutama dalam
menghadapi ketiadaan norma hukum yang secara tegas dapat dijadikan pegangan. Di sinilah
perlunya kreativitas hakim dalam melakukan penemuan hukum itu.

Tentu saja strategi vang diambil harus tetap berada dalam kerangka sistem hukum yang
adn. termasuk cita hukum dan asas hukum yang bertaku pada masyarakar, bangsa. dan
negara vang bersangkutan, Dari sini wlisan ini akan dibawa masuk ke dalam hagian vang
kedua, vaitu tentang “Pancasila sebagai cita hukum dan asas hukum dalam hukum nastonal
Indoncsia”  Bagian ini dipertegas kembali pada bagian berikutnya, yaknl tentang
“Pancasila sebagai pernyataan nitai-nilai kejiwaan bangsa Indonesia,”

Kupasan-kupasan tentang kedudukan dan peranan Mahkamah Agung akan disinggung
dalam Kketiga bagian utama di atas, schingga pada akhirnya dapat disimpulkan betapa

# (o Besar Fakuitas Hukum dan Magisier Hukum Universitas Tarumanagara dan sejumlah perguruan
tinggi lainnya,
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pentingnya keberadaan Mahkamah Agung vang berwibawa dalam rangka penemuan dan
pembinaan hukum nasional Indonesia.

II. PENEMUAN HUKUM DALAM SEJARAH PEMIKIRAN TEORT HUKUM

Dalam Abad Ke-19 hanva ada satu pendapat mengenid bagaimana kepumusan hukum
harus terjadi, dan menjadilab dia suatu masalah sentral dalam masalah mesalah hukum.
Pandangan ;nenge-nai penemuan hukum menggarisbawahi usaha adanya suatii i penemuan
hukum vang bersifat ketat logis, di mana hakim secara sederhana dipandang sehugai penerap
undang-undang belaka; mencirikan karys karya pengadifan adalah suatu modet berpikir
yang silogistis.

Pandangan tentang pencmuan hukum Abad Ke-19 int dikaitkan dengan Legisme. yaitu
suaty aliran dalam teori hukum, di mana orang mengidentifikasi hukum sama dengan
undang-andang. Model penemuan hukum yang dikemukakan itu juga dikaitkan dengan
suatu aliran teori hukum vang lain, yaitu yang disebut “Begriffsfurispridenz.” Teori ini
dalam Abad Ke-19 diikuti orang di banvak negara Jermania.

Kedua aliran teoretis ini, yaitu Legisme dan Begriffsperisprudens ada xesamaannva,
Berdasarkan teori-teori dan aliran ini. dengan cara yang agak memuaskan dapal dijawab
beberapa pertanyaan fundamental mengenal penemuan hukum. Antars Lan perianyaan-
pertanyaan yang berkaitan dengan sifat dan arti hukum. serta mengenal peranan dan fungs:
hakim. Walaupun pertanyaan-pertanyaan dalam kedua aliran tersebui tidak sclalu
menghasilkan jawaban yang sama, pandangan mengenal bagaimana hakim seyoglanya
melakukan tugasnya secara lebih ideal, pada hakikatnya tdak berbeda.

Pada akhir Abad Ke-19 ada reaksi pada Legisme yang mengakibatkan aliran int akhirnva
terdesak ke belakang, Berbagai faktor telah menyehabkan adanva reaksi ini. Ternyata
gambaran bersifat teoretis yang tradistonal dari karya hakim tidak sesuai lagi dengan praktek
dan kegiatan peradilan. Sclanjutnya sifat dari praktek perundang-undangan mempenguarub
pula prakick penemuan hukum. Seclam itu, adanva alasan-alasan poliuk terientu
menyebabkan ditkutinya suatu cara penemuan hukum yang lain. vang lebih bebas, Akbimya
pandangan pandangan baru sehubungan dengan didapatnya pengetahuan, pada umumnya
menentang pikiran Abad Ke-19 tentang kegiatan peraditan. Reaksi vang sama juga terjadi
pada Begriffsjurisprudenz, walaupun disebabkan faktor-faktor lain.

Jika dikatakan buhwa dewasa in tidak ada satu 1eori yang sama penjelasannya, vang
dimaksudkan adalah bahwa tidak berkembangannya suatu alternatif bagi suatu teori
penemuan hukum yang legistis. di samping bahwa mengenai hal itu belum tercapal
kesepakatan. Fenomena tersebut dischabkan beberapa alasan.
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Peortama. herkaitan dengan pertanyaan “apakab hukum.” vang dalam Legisme secara
sederhana sekali ditunjuk saja kepada undang-undang; dalam teor penemuan hukum dewasa
ini permikiran demikian telah terdesak ke belakang. Dalam teori penemuan hukum dewasa
ini. jawahan atas pertanyaan di atas tidak ditentukan dengan tegas, “Hukum™ dipandang
scbagai unsur darl penemuan  hukem, di samping unsur-unsur lain. yaitu hakim dan

xenyataan.

Kedua, dalam diskusi-diskusi mengenai pencmuan hukum dewasa ini berulang kali
dituninkkan adanva implikasi hukum ketatanegaraan dari pendapal-pendapat mengenat
tugas. tungsi. dan cara bekerja hakim dalam suatu negara hukum modem. Mengena ini
temyata tidak diperkembangkan orang pendirian-pendirian vang tajam dan prinsipiil. karena
dianggap telah dikerjakan secara mendalam dan dapat ditertma dengan kesepakatan.
Akhirnya teori mengenai penemuan hukum terpecah-pecah dalam beberapa teorl. Jika masih
dischut dengun teori pencmuan hukum, maksudnya hanvalah untuk menunjuk kepada
keseluruhannya pandangan. Teori 1tu lalu mengesankan perbedaan perbedaan vang cukup
hesar dalam pandangan dan cara melihat masalabnya. Dalam berbagai pendekatan lalu
dilihat hanva aspek-aspek tertentu dan penemuan hukum ito. Misalpya, adanya pengakuan
hahwa hakim mempunyai saham sendiri datam penermuan hukum. dilihat orang tidak hanya
karena ia adalah penerap undang-undang. Hal ini pula yang mengakibatkar bergeraknya
pikiran-pikiran di kalangan teoretisi, schingga terlihatlah antara fain sikap melakukan
orientasi baru terhadap masalah penemuan hukum itu.

Pada akhir Abad Ke-19 dan permulaan Abad Ke-20 werungkap pemikiran bahwa
penemuan hukum itu tidaklah semata-mata menempatkan fakta-fakta di bawah aturan
perundang-undangan atau di bawah pengertian undang-undang. Pikiran bahwa hakim haros
terikat pada metoda yang sangat ketat, dianggap scbagai suatu khayalan belaka. Sementara
itu undang-undang dapat pula dirumuskan sangat samar samar, dan tidak jarang berganda
mukna, atau bahkan menunjukkan kckurangannya. Hal itu berarti bahwa hakim dalam
praktck, di samping menerapkan undang-undang juga harus mengembangkan kegiatan fain
lagi.

Dalam praktck hukum Abad Kc-19 telah diusahakan adanya berbagai metoda
pentafsiran dan cara pemikiran yang dapat memecahkan kckurangan vang ada dalam
perundang-undangan. Pada mulanya masih dipertimbangkan agar watek rasional dari
penemuan hukum itu tidak sampai terganggu karenanya. Dengan bantuan metoda ini
undang-undang dapat ditafsirkan dengan cara yang rasional. Bahkan jika perlu, apabila
ada kekurangannya, undang-undang it dijelaskan dengan cara yang rasional melalm
pemikiran yang bersilat analogi. Untuk pencrapan undang-undang pada kenyataan, orang
berpendapat bahwa masih bisa digunakan model berpikir secara silogistis. Hukum masih
dipandang schagai suatu sistem yang sempurna dan secara logis juga tertutup, yang dapat
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digunakan dengan cara rasional. Darinya pula kita dapat mengambii pemecahan atas
persoalan hukum yang dihadapi dengan cara rasional.

Ha! yang penting adalah, bahwa dalam Abad Ke-2{ orang tetap melihat hahwa hakim
memang mempunyat sesham dalam penemuan hukum, dan bahwa halitu sendiri telah dapat
dikatakan sebagai pembentukan hukum melalui peradilan, Dengan demikim ferjadilah
orientasi baru terhadap penemuan hukum.  Hal im mengakibatkan ditenmanya pembedaan
antara fakfor yang bersifat otonom dan heteronom dalam penemuan hukum, berkairan
dengan banyak sedikitnya hakim dalam mentaisirkan kepotusannya, Pikiran bahwa undang-
undang adalah sumber hukum masih diakui dan diutamakan, bahkan kadang-kadang masih
diteruskan jaun. Di lain pihak, ada pula penemuan hukum vang mengakan suatu kenyataan
tanpa keterikatan pada aturan hukum manapun. Dengan demekian peran dan hakim menurut
pandangan ini tentu makin diperkuat. Namun pandangan yang begita ekstrim udak begitu
herpengaruh.

Teiah dikemukakan di atas, bahwa dalam teori penemuan hukom. orane membedakan

hukum

anfara faktor otonom dan heteronom. Disebut heteronom bilamana prda homnasn

bersangkutan, hakim menganggap dirinya terikat pada asas objekilt » ity momv-norma
hukum vang dicapainya dari luar dirinya. Faktor heteronom yung terpeniang adzdhundang-

undang, tetaps di samping itu juga hukum yang tidak terfulis, vaitu kebsase wvns Bukum,
pandangan (ntlai-mlai) dalam kchidupan sehari-hari, meral. dar kesivilaan, Penemuoan
hukum masih selalu dipandang terutama bersifat heteronom, kendati diakuy hahwy takeor-

faktor otonom juga berperan.

Unsur otonom menunjukkan kepada saham hakim sendiri. Dalam bal ini dikemukakan
hanyak metoda pentalsiran, dan ketidakadaan tingkat-tingkat hirarkis di antara metoda-
metoda it Hakim bebas memilih metoda atan cara berpikir vany diznggapnyva wepat. Juga
karena sifat aturan dari ststem hukum itu sendiri, tidaklah mustahii babhwa beberapa kejadian
tertentu dapat ditempatkan di bawah berbagai norma hukurm sekaligus. Suatu kehebasan
hagi hakim dalam memutuskan, dengan demikian terbuka peluangnya, Dapat dikatakan,
bahwa penemuan hukum scbagai suatu kejadian otonorm terjadi bilamana ada kekosongan
ataw kekurangan dalam perundang-undangan; alau bilamana pembentuk undang-undang
sendirl dalam merumuskan aturan hukum telah memberikan hanyak peluang kepada
pemikiran bebas hakim sendiri. Hal vang diseburt terakhir it tadi terjadi, misalnya, karcna
ada norma-norma umum vang bersifat samar-samar, atau istilah yang abstrak, seperti
“meclawan hukum.” “kepatutan.” “keadilan,” dan “iktikad baik.” Tentang apa pengertian
dan maksud konkret atas istilah-istilah tersebut, ditentukan oleh st hakim itu sendirl. Dalam
hal demikian hakim sclalu mempertimbangkan kejadian-kejadian vang mungkm ada di
masa depan. Kriteria yang berkembang datam kejadian kongkret 1tu i masa Jdepan akan
diterapkan lagi. sehingga dengan demikian akan ada saham hakim dalam pembentukan
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hukum. Apa vans ofeh priak-prhok akan dipandany pai dis adil juya sangat bergantung

pada perumbangan hakim mengenw kepenlingar v eatary mereka yang hersengketa.

Pertimbangun kepentingan-kepentingan vang dhikuian oleh hakum mipun dipandang

sebagai unsur etomom dalam peneniuan hukum,

Faktor-faktor atonom mi tUdak hanva memp:-:mu uhl penetapan artl alad penerapan
norma. letapi juea selekst dan kualifikasi atas kejadz

ladtinl, Suatl pengerian tentang
“daya paksa"mlsain}-'a, vang ditemukan dalam hekem pn:l:a_na dan hu}\un‘- poridita, telah
membherikan bewiti besar ruangan memutuskan bopads baxon, selingga nukim terpaksa

uniuk secara mandirt menegaskuan dalam keadaan vaie moamskah pengoiinn iy pabksa”

itu dapat diterapkan. Kadamg kadang pembentuk undang-undang momberikan pula secara
eksplisit kehebasan  aempertinvhangkan kepada Rahim. Kejadian seperty s 2 ¥ bifamana

pembentuk undang-undang menggunakan Kata “dapat.” Kata ini memnber b wewenang
hersitat diskrest dart hakim . Unsur etonom it menvitakan, behwahakim haras mengadakan

pilihan tentang aturen mana vany akan ditevapkannya, matoda peatidsieas mani yang akan

digunakannya, bagaimang kcpcminusm‘keacmileugm e dipertinhan b annyva atau

bagainiand kejadian-kejadian e Jikuadifhastkann

Namun terhadap kebebasar hakim datam memuiuskar vang begito rosar i elah

menimbulkan berbagai keberatm pula. Unsur otonem dutzm penemda. tiukhum dapat

mengakibatkan ketidakpastian hukum. mepimbulias peicang bagr Seponsan-kepulusan

vang hersitat subjektif, dan mengakibatkan pula masalsh masalah pergaitan dengan

Iegmmuas,

Dutam weori fehih jauh dikemukakan, bahwa penerouan hukam nidak henvaditentukan
olch keterlibatan hakim pada hukwm. tetapt jugs keterhibamnry i padi pertstva-perisiiwa,
Dengan demikian menjadi persoadan pula mengena: hebungan anlara peristiwa dan norma,
di samping hakim, yang harus mendapat perhatian dalam periccahan masalah, Keselurzhan
proses penemuan hukum dengan demiidian menjadi suatu gejala yeng sangat kompleks.
dan dapat didekati melalut herbuga akses,

Telah dikemukakan bahwa fakior faktor otonom menthert kepada hakim peluang untuk
mencampuri apa vang menjadi kebutuhan masyarakut, Menjadi alasan bahwa kebebasan
hakim itu tala perlu diperssoatkan. Juga alasan alasor mengenal oportunitas politk dalam
permasalahan mengenal penemuan hukum yang lehih bebas 1tu memainkan peranan.
Pembentukan hukum tudak lagi dipandang sebagal sesuatu yang bersifat ekskiusit ada pada
pembentuk undung- undang. retapi ada pada hakam. Hubungan dan perimbangan kekuatan
dalam aliran politk mcngaklhark;m sulit lahiy aturas perundang-undanygan vang dapat
diterima oleh semua mhak. Bahkan juga dalam lingkisngen kaom liheral {yang pada milanya
orang lebth menvukal adanya pembentukan hukum oleh pembentuk undang-undang),
akhirnya juga mengimginkan suatu kebehasan memutaskun yvang lebih besar pada hakim.
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Mereka mengakui pula, dengan itu akan ada penemuan hukum dan pembentukan hukum
yang lebih bebas oleh para hakim.

Kescluruhan pandangan yang menegaskan hakim secara cksplisit mempunvai snatu
kehehasan memutuskan yang hesar menjadi dibincangkan orang. dan intlan vane disebut
dengan “Freirechishewegung.” Gerakan Ini menentang pandangan vang sempii dari proses
penemuan hukum. lalu mengakui saham sendirt dari hakim. Hakimlah vang dipandang
berwen?mg menilai dan memperjuangkan posist vang mandin dari pengadilun crhadap
undang-undang dan sistem hukum.

Aliran ini pertama-tama mendapat pengikutnya di Jerman. Sekitar tahon 1900 [ahir di
sana kodifikasi hukum perdata. Sudah sejak semula di sana ada saatu pikiren mengenai

snatu sistem hukum vang sempurna, dan adanya pencrapan yang bersifut mckanis. Ini
vang dikritik orang. terutama dalam lingkungan yung dischot Werrangyinrisprudens. suatu
tcort penemuan hukum vang dalam Abad Ke-20 mendapat pengakuan di Jermun, Dalam
tcori ini mengenal saham dari hakim kembali menjadi masalah. Latn halnva dengan
Inieressenjurisprudenz misalnva, tekanan pandangan Wertungsjurispruden: udak diletaklban
pada karya meneliti si hakim (mengenal kepentingan vany wrsembunyi di belakang aturan
perundang-undangan). melainkan pada pencgasan dan i hakim mengenal arli dari
xepentingan-kepentingan itu dan pada nilai-nila yang terkait dalam hukum dafam konteks
yang aktual, sosial dan politik. Masalahnya tidak lagi masalah kehendak subjekdl dari
pembentuk undang-undang, melainkan arti objekiil dari undang-undang. Kepentingan-
kepentingan dan nilai-nilai mana yang dimasalahkan. don bagaimana huburean satu sama
lan tentang itu harus ditentukan, menurut Wertengsinrisprudenz, lidak akan terjuds
berdasarkan suatu penclitian bersitat sosiologss, tetapi terutama adalah suatu masalah weatang
nilai-nilai; suatu pertanyaan yang seharusnya hakimlah vang menjawabnyva.

Terhadap Freirechisbewegung itu masih ada keitik vang lain. Pada mulanya tidak ada
pandangan hersifat metodologi terhadap penemuan hukum ini. Ini terutama yvang
menimbutkan keberatan. Bertentangan dengan teori yang bersifat legistis vang ditentukan
sangat ketat i, yang harus memjamin objektivitas, bebas nilat, dan rastonabitas, maka
menurut orang, pencmuan hukum Frefrechrshewegung iwu akan dapat terperangkap dalam
kesewenang wenangan hakim.

Keberatan-keberatan ini bertambah lagi kettka di antara penganut Freirechtsheweging
ada suara-suara yang akan melepaskan kescluruhan sistem hukum, Dikatakan bahwa
penemuan hukum baru akan dapat berfungsi secara optimal bilamana cara penvelesaian
hukum itu dapat ditemukan tanpa keterikatan pada aturan-aturan, Dilthat dari masalah
dalam konteks kemasyarakatan, cara penyelesatannya haruys hisa didapat di luar sistem
aturan-aturan. Setiap situasi masatah bersifat unik, dun tdak dapat dinlang lagt. Dengan
demikian, penvelesatan atas dasar aturan-aturan dipanduny sebhagal sesuatu vang tdak dapat
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dipertahankan. Pilihan untuk pemccaban terientu dipandang orang lalu bersifat hanya satu
kali dan tidak boleh dirasionalisasikan dengan senantiasy menekankan pada “harus
discsuaikan dengan aturan.” Jadi berbeda dari pandangan yang bersifut legistis, keputusan
tidak akun adil berdasarkan kriteria-kniteria formal. Keadilan akan didapat bilamana
pemecahannya bersifat kasuistik, Pemecahan yang ditemukan itu dengan sendirinva tidak
dapat diterapkan daiam kejadian kedua. ketiga. dar: seterusnyu. Keadilan dainm <uatu situasi
masalah tertentu di sini mengambil tempat dari suziu usahs vang menuju kejada kepastian
hukum, objeknvitas, dan rasionalitas, Di sini terlithat cara berpikic tentang asalah herhadap
hadapan dengan cara berpikir suatu sistem.

Tetapi berpikir secara masalah ini dalam teor tidak bunyuk kemejuanmva, Orang
berpendapat bahwa pada umumnya hakim masth terikal pada batas-batas vang dapat
disirnpulkan dari sistern. Kita dapat mengatakan. akan iebth baik Jagi jika digunakan suatu
hentuk cara berpikir masalah yang disistemnkan. Dengan ind dimaksudkan, suatu cara
penvelesaian suatu kejadian yang konkret dapat disimpulkan dan keseluruhan aturan-aturan
hukum. dan juga dapat dimotivasikan dari situ. dengan argumen-argamen ¥ang lerutama
didapatkan pula dan sistem.

ITII. PANCASILA SEBAGATI CITA HUKUM DAN A85AS HUKUM DALAM
HUKUM NASIONAL INDONESTA

Bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarckat., berbangsa dan berncgara,
mempunyal cita hukum vang tertulis dan konstitusional. Cita hukum ind secara formal dan
matertil menjadi penentu arah kehidupan berbangsa dur bernegara, Cita bukum hangsa
dan ncgara Indonesia itu adalah pokok-pokok pikivan vang terkandung dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945, Cita hukum itulah Pancasila,

Pancasila, yang ditetapkan oleh para pendiri negara Republik Indonesia pada saat
diproklamasikannya negara RI dan diundangkan Undanz-Undang Dasar 1943 disctapkan
sebagai normu yang tertinggi dalam tata kehidupan kenegaraan, In berfungsi sebagai norma
dasar negara, norma fundamental negara. Scrangkusian nilai itulah yang herlaku sebagai
cita hukum, dan kemudian nilai-nilai ite ditctapkan pula sebagal norma tertinggi dalam
negara. Dengan dermkian bangsa dan negara Indonesia telah memiliki pegangan dalam
menempuh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Termasuk kehidupan
hukumnya.

Cita hukum disebut Reclirsidee dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1943,
Mengenai Rechisidee ini, Rudoll Stammler mengemukakan, bahwa cita hukum adalah
konstruksi pikir yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita
vang dunginkan masyarakal, Cita hukum berfungst sehugai penentu arah bagi tercapainya
cita-ctla masyarakat. Walaupun disadari benar bahwa titik akhir dari cita eita masvarakat
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itu tidak mungkin dicapai sepenuthnya, namun cita hukum memberi facdah positif karena
ia mengandung dua sist, Perlama, dengan cita hukura kita dapat menguji hukum positif
vang berfaku, dan kedua, pada cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sehagai
usaha mengatur tata kehidupan masyarakat dan bangsa.

Menurut Stammler lethh lanjut dalam bukunya “Dic Lehre von dem riciitien Rechie™
(1926), keadilan yang dituju scbagai cita hukum itz memadi pula usaha dan tndakan
menghrahkan hukum positif kepada cita hukum. Dengan begite, hukum yang adil adalzh
hukum yunyg diarahkan oleh cita hukum untuk mencupat ijuan-tejuan masvarakat.

Gustav Radbruch dalam bukunya “Reclusphriosuphie”™ (19631 jugy menvinggung
mengenai cila hukum ini. Dikemukakannya, babwa cita hukum tidah hanva berfungsi
sebagal tolok ukur yang bersifat regulatif. yaitu vang menguji apaksh suwni hukum positif
adil atau tidak. melainkan juga berlungst sebagai dasar vang bersifat konstitutif, yaitu
menentukan bahwa jika tanpa cita hukum, maka hukum akan kehilangan maknanva schaga
hukum.

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengguniskan bahwa dalam pokok pokok
pikiran yang terkandung dalam Pembukaan diwujudkan cita hukam, dan pokok pokok
pikiran dalum Pembukaan itu adalah persatuan yvang mew vjudkan keadilan sosial, keadilan
bagi seluruh rakyat, kerakyatan dan permusyawaratan dalam perwakilan dan Ketuhanan
Yang Maha Esy menurut dasar kemanusiaan vang adil dan beradab. voang tidak lain adalah
Pancasila. Singkatnya. pokek pokok pikiran yvang diwujudkan cita hukum Indonesia adalah
Pancasila.

Mengenai cita hukum Indonesia. kami cukupkan sckedar mengenal pengertiannya,
dan secara tdak langsung didukung oleh pandangan-pandangan para pendekar hukum.
sepert Stammler dan Radbruch. guna lebih jauh mevakinkan hahwa Pancasila mengandung
pula pengertian-pengertian yang dapat diperlanggungjawabkan sceara ilmiah.

Perlu disadari. bahwa ¢ita hukum yang dikemukakan Stammler dan Radbruch adaluh hasi)
pengkajian ilmu pengetahuan, sedangkan cita hukum dalam pokok pokok pikiran Undang-
Undang Dasar 1945 adalah cita hukum dalam arti formal-konstitusional, vang sejalan dengan
beberapa pengkajian ilmu pengetahuan,

Sclain daripada cita hukum, harus pula mendapat perhatian kita tentang asas huknm.
Keduanya merupakan faktor yang menentukan, baik dalum membentuk hukum positif
maupun dalam menemukan hukum. Mengenai pengertian asas hukum. Paul Scholen
{dalam: Asser-Scholten, Algemeen deely mengatakan, bahwa asas hukum adaiah pikitan-
pikiran dasar yang ada di dalam dan di belakang tiap-tiap sistemn hukum, vang telah mendapat
hentuk sebagat aturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang ketentuan dan
keputusan itu dapat dipandang schagat penjabarannya.
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Asas hukum memainkan peranan penting dalam pementukan hukum positif dan penemuan

hukum. Baik penemuan hukum ita dipandang schagai proses atau scbagal produk, asas-

asas hukunt akan sclalu muncul sebagal fenomena penting. Oleh karenan itulah kita juga

harus mengakul bahwa asas-asas hukum mengambil tempat sentral dalam hukum positit.

Dari delinisi Scholten dr atas dapai ditarik tiga ciri asas hukom:

L. Asas hulam adalah fundamen dan sistem hukum. oleh karena dia adalah pikivan pikiran
dasar dyr sistem hukum.

2. Asas hukum bersifat lebth umum daripada ketentuan undang-undang dan putusan
hakim, oleb karcna ketentuan undang-undang dan putusan hakim adalah penjabaran
dari asas-asas hukum.

ad

Beberapa asas hukum berada sebagal dasar dari sistem hukum; beberapa lagi di
belakangnya. Jadi meskipun berada di luar sistem hukom ity sendiri. asas hukum
mempunyal pengaruh terhadap sistem hukuam.

Asas-asas hukum oleh karena itu dapat kita rumuskan sebagai pikiran pikiran dasar
yang schagal aturan bersifat umum menjadi fundamen dar suatu sistem hukum. walaupun
tidak sclurubnva masuk ke dalamnya. Lebih jauh dapat pula dikatakan babwa asas hukum
adalah aturan hukum yang berisikan ukuran nitai.

Dikatakanlah bahwa asas-asas hukum dapat herfungsi di dalam maupun di luar sistem
hukum posiut. oleh karena dia berisi ukuran nilai-itan. Sebagai ukuran nilai dia merupakan
aturan tertingg dart suatu sistem hukum positit, Oleh karena itulah dikatakan bahwa dia
merupakan fundamen dart sistern hukum posiuf. Tetapr asas-asas hukum terlalu umum
dan terlalu abstrak untuk dapat digunakan sebagai pedoman bertindak. Untuk jtu ia masih
harus dikongkretkan. Pengkongkretan terjadi melabui generalisast dari putusan-putusan
hakim yang selalu diambil dalam rangka fakta-fakea suatu kejadian, sampai kepada aturan
hukum wang lebih rendah, dan proses seperti itu selalu dapat terjadi berulang-ulang.
Kalaupun pengkongkretan it telah terjadi. dan telah ditetapkan pula aturan-aturan vang
bersifat hukum positif dan herupa putusan putusan. maka asas-asas hukum itu tetap masih
memiltki sifatnya schagai ukuran nilat.

Dengan it kelihatanlah tungsi kedua (fungsi pertama adalah sebagai fundamen sistem
hukum}, cleh karena sebagai ukuran nilal dia juga dapat berfungsi scbagai pembanding
vang kritls terhadap sistem hukum positif. Hal ini sclale dapat terjadi karena nilai vang
sepenuhnya dimiliki suatu asas hukum tidak akan pernah dikongkretkan secara tintas,
Dengan dermkian asas hukum mempunyai fungsi ganda, vait sebagai fundamen dari sistem
hukum positif dan penguji kritis terhadap sistem hukum positif ite. Yang pertama menduapat
perhatian utama dalam pembentukan aturan perundang-undangan oleh badan pembentuk
undang-undang, dan yang kedua mendapat perhatian utama dalam penemuan hukum oleh

hakim dan penegak hukum lainnya.
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Scperti dikatakan Scholten. kita mengisi asas-asas hukum itu dengan pandangan hidup
kita sendiri, Ini berarti. bagi bangsa Indonesia menjadi suatu pengabdian untuk mengisi
asas-asas hukum itu dengan pandangan hidup bangsa dan kenegaraan kita: Pancasila. Diskusi
mengenal 181 dari asas-asas hukum vang paling fundamental ini oleh karena o adalah
vang paling penting bagt hukum dan pembangunan hukum Indonesia,

Dengan penempatan Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan
mempethatikan pula fungsi dalam Pembukaan tersehue. ia merupakan norma dasar, tidak
hanya darl norma-norma hukum sepert dikemukakan Kelsen (Reine Rechislehire. 19607,
tetapi dari scluruh norma kehidupan bangsa Indonesia cetik. moral. dun schagainya),

Terlebib lagi jika kita bersedia untuk menggunakan metoda penesmusn pengertian dasar
vuridis, yang menghasilkan cara-cara vang hersifat Kiasifikatorls dari definisi tentang

pengertian-pengertian atau lazim disebut definisi genus proximum er differentia specificu.

Dengan abstraksi dan induksi kita dapat menemukan rangkaian pengertian yang tinggi-

umum dan rendah-khusus, sehingga pengertian tertertu itu dapat dirumuskan dalam

rangkaian ini, vaitu di mana genus yang lebih tngey, dan conus vang emdekat diambil
g L B - oo = - o

Jighsrrakkan

sebagal pangkal tolak dan kepadanya ditambahkan cin-ciri khususnya, varg
untuk mendapat kesatuan generik vang lehih tinggt. Metoda pembertihan pengertian ini
bahkan dapat diterapkan pada pengertian vang fundamental sekali ilihzt Kurl Berghohm,
Jurisprudens und Rechtsphilosophie, 1 dan Karl Larens. Merhedonlehre der

Rechrswissenschafr. 1968).

Alas dasar pemikiran intlah, menurut pendapar kami, dapat dibenarkan tentang adanya
moral Pancasila dan lain seperti itu, yang olch kebanyakan ahli hukum Indonesia yang
kurang awas mengenai tempat kedudukan Pancasila tersebut lalu terbaw i elch arus pendapat
hukum barat yang memisahkan hukum dan moral. Dalam susunan tertib kehidupan Indo-
nesig, hukum dan moral dapat dibedakan, wetapi tidak terpisahkan. mefainkan satu tunggal
dalam norma dasar Pancasila it

Dengan menggunakan teori Kelsen dan metoda penemuan pengertian-pengertian
yunidis scperti telah dikemukakan sebagai suatu dasar pikiran dan cara bekerja. dapatlah
dikemukakan kini mengenai Pancasila dan tertib hukum Indonesia sebagai berikut:

1. Pancasila adalah suata norma dasar bagi kehidupan masyarakat. bangsa. dan negara
Indonesia. [a lebth luas daripada yang dikemukakan Kelsen yang membahas
Grundnorin hanya schagai norma dasar dari suatu tertib hukum. Olch karena it pula.
Jikalazimnya orung mengemukakan ketunggalikaan hukum dalam kebhinekaan norma-
norma hukum, dengan Pancasila kita dapat (dan harus mengkonstruksikan)
ketunggalikaan dalam kebhinekaan norma-norma. '

46



PERLU ADANYA
MARHKARLH AGUNG YANG BERWIBAWA
Lal AN PENEMUAN AN PEMBINAAN RUKUM NASIONAL

2. Pancasila hukan hanyva norma dasar dart kehsdepan hukum dan wertib hukun Indone-

sia, tetapi adalah jiza norma dasar dart norma-norina lain, seperti norma moral, norma

kesusiloan, dan norma etik.

3. Pancasila mengharuskan tertib hukum Indonesia juga serasi dengan norma-norma
moral, kesusilaan, etika. dan sebagainya karena di dalam Pancasila terkandung puta

norma-norma terscbut,
L)

Kembali kepada pokok bahasan dalam subbab dart artikel mi: “Cita hukum dan asas
hukum snerupakas faktor vang menentukan, baik dalam membentuk hukum posiaf. maupun
dalam menemukan hukurg, mengembangkan dan menumbuhkannya dalam rangks membina
hukum nasional. Hal pertiama menjadi wegas cermat dari badan pembentuk undang-undang
dan perundang-undis:gan (Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemnerintah). sedangkan hal kedua
menjadi tugas hakim dan penegak hukum lainnva (terutama Mahkamah Agung yvanyg

menentukan kebiizkan pengembangan hukum nasional dan pembinaannya melalui
keputasan keputosan hukumnya),

IV. PANCASILA SEBAGAI PERNYATAAN NILAI KEJIWAAN BANGSA
INDONESIA

Rumusan Pancasila kita dapati dalam Pembukaan Unding-Undang Dasar 1945 vang
berbunyi: ~....maka disusuniah kemerdekaan kebangsaan Indonesiaitu dalam suatu Undang-
Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suate susunan Negara Republik
Indencsia yang berkedautatan rakyat. dengan berdasarkan kepada Ketubanan Yang Maha
Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan vang dipimpin
olch hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan
suatu keadilan sosial bagr seturuh rakvat Indonesia.”

Sepert) telah disepakati dalam ilmu pengetahuan mengenai sifat simbol dari undang-
undang dan aturan perundang-undangan. maka dihubungkan dengan keterangan-keterangcan
sekitar artt dan pengertian vang terkandung dalam Pancasila dalam kedudukan sifammya
dengan rumusan-rumusan ini, mempunyat pula sifat dan kedudukan sebagai “sesuatu yang

telah digabungkan atau dipersatukan,” vang digunakan untuk menunjuk kepada suatu
kombinasi dari berbagai hal yang dilihat secara sendinn sendirt adalah beranska, Di sini
Pancasila digunakan untuk menunjuk kepada suatu kombinasi dart Ketuhanan Yang Maha
Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin
olch hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. dan keadilan sosial bagi
scluruh rakyvat Indonesia.

Dikaitkan dengan pangkal tolak dari keseluruhan pemikiran mengena stmbol, yaim
bahwa simbol sclalu merupakan pernyvataan dari nilai-mta kejiwaan dan kemginan. tanda
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ikatan antara jiwa dan kenyataan, dan melalui simbol wi disimpulkan nilai-nilai kejiwaan
dan keinginan-keinginan dalam masyarakat tertentu dan situasi-situasi tertentu. maka
menurut pengarnatan kami. Pancasila scpenuhnya dapat menarik seluruh  pengertian-
pengertian yang ada dalam simbol dimaksudkan. Dengan mendasarkan kepada pemikiran
int pula:

1. Pancasila adalah permyataan dari nilai-nitai kepwaan bangsa Indonesia,

2. Pancasila adalah pernyataan dari keinginan-keinginan luhur bangsa,
3. Pancasila adalah tanda ikatap antara jiwa dan kenvataan,
4.  Pancasila menyimpulkan nilai-nilai kejiwaan dan keinginan-keinginan bersama

masyarakat Indonesia dan siluast situasi tertentu, yahus nilal Jar; kemerdekaan
kebangsaan Indonesia,

3. Pancasila adalah norma dasar yang telah ditegaskan bangsu Indonesia pada saat
mendirikan Republik Indonesia,

Pancasila bukan hanya konsepsi polik. Memang Pancasita dincapkan datam Sidang
Badan Penvelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, suani badan yang hertugies menyviapkan
kemerdekaan ketika sidang membicarakan tentang dasar negara kita, sehingya pidaro Bung
Karno vang diucapkan tanpa tertulis terlebih dahulu itu keterangan tertulis KR.T. Radjiman
Wedvodimingrat, Wali hukum [ Juli 1947, dalam Pengantar “Lahirnya Pancasila™y akhirnya
“menjadi” Pancasila itn tentu saja bersifat politis. Tetapt sepertt ditegaskan oich Notonagoro
dalam pidato promosi honoris causa terhadap Bung Kamo. 19 September 1931, "Pancasila
bukannya hanya satu konsepsi politik. akan tetapi buah hasil perenungan jiwi yang dalam,
buah hasil penvelidik cipta vang teratur dan saksama di atas basis pengetahuan dan
pengalaman yang luas.” Kiranya dapat disiropulkan biabwa Pancasila dalam keseluruhan
artinva adalah nilai-niai kejiwaan bangsa. hasrat keinginan yang mendaiam dari bangsa,
ikatun antara fiwa bangsa dan kenyataan hidup, sehingga dalam hokum. Puancasila adatah
juga sumber hukum materiilnya. Pancasila dalam arti itu adalah kenvataan hidup bangsa
Indonesia,

Dengan dimasukkannya ke dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Pancasila mendapat art) yang formal, Tetupi dengan tidak dibentuk sebagai suate pasal,
melainkan diletakkan sebagai penutup dari Pembukaan, maka Pancasila mendupal arti vang
luas dan tinggl. Pernyataan yang berturut turat disebut dalam Pembukaan itu merupakan
perwujudan dari asas-asas yang tercantum dalam Pancasila vang menjads citi-cita Negara
Republik Indonesia, menjadi cita-cita hukum Indonesia, memiadi cita-cita hidup dan
kebangsaan Bangsa Tndonesia,

Memang ada kesulitan yvang diimbuikan oleh kenyataan-kenyataan vang menvertai
Pancasila, sepert adanya perbedaan dalam susunun kata-kata dulam Pembukaan Undang-
Undang Dasar yvang beberapa kali berlaku di Indonesia, atau tidak adanya tafsiran yana
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sonbhentub Thulung-Tindang Dosar o

o reenzenar Pancasily, Akan tetapi,

tpertirtangan vang enkup heratasan antuk bevpendapar bahwa perbedaan
s elihg k’m nerupahan isi artinya yang pokok sehirpga dapat ditegashan tentang
kededulan Pancnsila adalah sebagai ases vang menisdy dasar negary, sebaga wdeologi

i ide f‘]f)”u ok om 1“(E011L\1d \L‘l“d&‘{.‘ﬂ ‘\\l""l['\[l o nilni-nilag Vg beiris ada di

negir, seha
helakany keseturihan hubuwm Indonesia, yang meniady “nwk'i' tolak dov sondi dari
i petunjuk

Loselaruhen hukom Indonesia. yare menjadi asas harus dinkatd sebiza

dalam rengadakan piiban hukum de Indonesia, sobaod swais pomvataan dan nilai-mial

ketiwaan dan keinginan bangsa Indonesiy, juga driwn huksmnya,

Pancasila adaiab sumber hukuim materti! dart hukwn Tndoncsi, sebingys pikiran-pikiran

hukam dan rancongm endang-undang yang tidak sesuat dengun Pancasitia, hetapapun
hatknya difihat secara umurm Ckini: secara “global™i ddaklah dapat ditclapsan sebaga
undang-undang. Ih sinilah kedudukan yeng istimewa dant Pancastia. vabu schagal dasar

dari tertil hukum Indonesia. sebagas pedoman dan pepuniuk arah dart perkembangannya,

Jugn schagar bal wiian mengena kepatutan dari onding-undaryg Busendirs Tdsni kelihatan

watak Puncasila paling sedikit dengan dua sifamy.

perkembangan ke masa depan. sedangkan yang laln swng

1 wieh

adak bertentangan dcng:m ditiny o sebaga dasar y

Cleh karena itu puld dotam rongka dan suasane woamy disiia caiken oleh Pancasila,

paduy prinsiprya adalah suaty tindakan vang dikinranbun _3'k_a, reiendangz-undangan. hegitu

pula hukum vang dilahirkan peradifen. tzrutama eplrusan Mobkamah Agung.

terutama akan membert suatu hentk yuridig iu‘:l",-adLLL.'_ltw. @l vang oleh hukum

AT

Indonesia ingin diwujudkan. Dengan demikian mab o dvjug mempenigaruhi aral ke mana

keseluruhan nilai-nilal dart kehicdupan muasvarasat kite akan diperkombangkan.

Memang perundang-undangan dan kepulusan peredilan demitian mempunya
problematiknva sendirt pula. Kita mengetahul bahwa cara bekena doneun peiunding-
undanpgan demikian ind mempunya lanjutannya dalarm pencrapen undang -teiong dan
pepemuan hukum, schingga pertumbuhan pada bidang ving sa pastt mengharuskan
diperhatikannva implikasi pada bidang vang lain. Justru di sindah akan terup koordinasi
dalum perencanaan dan pemshentuban perundang-undanzan di satw pihak. dsn penemuan

serta pengembangan huokum oleh peradilan &1 fwin prhsk, koordinas: vanz selato

mengeunakan pedoman dan pegangan bersami, yailu Pancasita

Diketahw pula problematik vang laim, yaru pka undang-undung vang wlah diramuskan
itu idak memben suatu cara penyelesman vang mudsh datam pencrapannya, maka hakim
hiarus mnemperhatikan pangkal toluk vang dgadiker somldt dor: sturen 2o, dan berorientasi
kepada nilai-nilw vang ada di belakang kelentuan umiumi—undusm . D1 osunlah terdipat
peranan vang besar sckali perihal penatsiran dan peneisian Pavcasila, Sepertt telab
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disimpulkan di muka, Pancasila merupakan “suatu kombinas: dari berbagai hal vang dilihat
secara scndiri-sendirt adalah beraneka.” Lebih jauh iw adalah suatu kombinasi dari
Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan vang adii dan beradab, persatuan Indonesia. dan
kerakvatan yang dipimpin olch hikmah kebijaksanaan daiam permusyawaratan/perwakilan
serta dengan mewujudkan suatu kcadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti telah
dikatakan, bahwa wgas khusus dari “tanda”™ ini adalab ontuk menyvatukan sesuatu yang
bersi#al sosial komunpikatif.

Kembali kepada problematik tadi. maka dapat pula dikatakan bahwa hakim dengan
demikian tidak menemukan aturan yang bersifal cksplisit dalam undang-undanyg datam hal
dia harus mengadakan suatu pilihan hukum. sehingga oleh karena 1t dia harus kembali
kepada dasar vang menjadi pangkal tolak dari undang-undang itu, dan mengikuti isi dasar
tad: itu sebagai suatu petunjuk. Di sini diperlukan sikap vang teliti sekali, yaitu hakim
harus dapat menelusuri ketentuan undang-undang jtu. schingga menemukan di dalamnya
itu titik buhul yang dapat dijadikan patokan dari mana dan ke arah mana tafsiran i harus
dilakukan.

Memperhatikan tugas penemuan hukum scdemtkian, maka pada dasarnyva dan pada
mulanya. dalam menyusan undang-undang menjad! tugas pembentuk undang-undanglah
untuk dengan tepat memberi petunjuk sila manakah dar lima sila im vang mendasan
ketentuan undang-undung tersehut dan petunjuk inf pula yang akan menjad: pangkal tolak
penafsiran undang-undang. Juga adalah tugas pembentuk undang-undang untuk menelit
dan memastikan bahwa sila yang dijadikan dasar dari perundang-undangan adalah serasi,
sekurang-kurangnva tidak mengandung pertentangan dengan siia-sila yang lain. Jadi
pembentuk undang-undanglah yang harus pertama- tama menjamin bahwa sila yang
dijadikan dasar dari ketentuan undang-undang ini dalam pelaksanaan undang-undang ketak
tidak akan mengandung hal hal bertentangan, bahkan akan mengandung sifat-sifat harmonis
dengan Pancasila sebagai rumusan keseluruhan, Tidak boleh terjadi babhwa sita yang
dijadikan dasar itu akan bertentangan dengan sila-sila vang lain dalam Pancasila. Inilah
yang harus mendapat perhatian dari pembentuk undang-undang dan perundang-undangan
lainnya dalam menjubarkan Pancasila lebih janh.

Sementara itu scjah mungkin harus divsahakan agar cara merumuskan ketentuan
undang-undang itu tidak menimbuikan persoalan bagr pelaksana hukum. Cara im akan
menimbulkan hanya sedikit persoalan bilamana pelaksana hukum dapat dengan pasti melalul
naskah undang-undang, menemukan sesuatu vang dengan Hu dapal sampai kepada kerangka
norma yang ada di helakang undang-undang tersebut. Kita telah mengetahui bahwa sifut
“dengan sendirinys” ini banyak kali idak ada dalam melaksanakan undang-undang schagai
sarana dari perubahan sosial. Telah dikemukakan bahwa pelbagai faktor vang menyebabkan
keadaan demikian. Antara lain adalab, bahwa ada kemungkinan pembentuk undang-undang
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berpun-lal totak dari nilai-miaj hary vang sedang berada dalam pertumbuhan pula. tetapi
vang s=kaligus meniadakan atay mengubah kerangka norma-norma yang telah lama dan
relah borakar tra, Hal 1m mungkin sekalt terjadi, oleh karena nilai-nilai baru vang sedang
herzda dalum keadaan pertembuhan adalah sesuate vang tidak sesuai lagi dengan nilai-
nilat vang sekarung dittadakan ataw diubah 1tu. Tetapi dalam menentukan dan melahirkan
perundang-undangan baru dengan asas-asas dan nilai-nilal baru. harus dijaga agar
perundang-undangan itu didasarkan pada nilai-nilal yang ada dalam pola kehidupan vang
hersendikan kepada Pancasila pula. Pelaksanaan tugas seperti ini juga berlaku dalam
menemukan dan mengembangkan hukum. terlebih hukum vang harus “discsuaikan™ dengan

1

milai-mlal vany terkandunyg datam Pancastla.

Akan banvak nifai-mla bary vang harus dipertumbuhkan dan yang sekaltgus
mentadakan atat meromhak kerangka norma-norma yang lama dan sampal kim masih
hidup. Oleh ka-renanva kami berpendapat bahwa tugas berat ini yang di-percayakan kepada
Pengadilan vang akan memelhara, mengembangkan dan membina bukum Nastonal
memerlukan Mahkamah Agung vang berwibawa. Seperti telah dikemukakun bahwa bukan
mustahil pula konflik norma-norma dimasa yang skan datang akan terasa lebih koras lagl,
Dan keselurshan konstelast iny berangsur angsur dan pelan pelan bertumbuh pula,
Kelihatantah bahwa mempertumbuhkan suatu hukum baru, lebih lebih lag vang ditkun
olch sikup baru dalam masvarakat Indonesia berdasarkan Pancasila akan memakan wakio
ving tidak cepat. [a harus ditursbuhkan dan dipertambuhkan. Dan hal ini akan menempatkan
hakim pada masalah yang banvak sckali. Ta sckaligus harus orang vang memahami benar
tentang asas-asas dan dusar-dasar bertumbuhnya hukum, juga menyadan dengan hak sehali
arah dari diperkembangkannya hukum itu, Kerangka norma yang melatarbelakanei atran-
aturan hukum dan yang digunakan sebagal pedoman dalam melaksanakan wgas hukum
haruslah jelas kelihatan olehnya. di samping pembentuk undang-undang harus tahu benar
tentang asas-asas dan dasar-dasar dipertumbuhkannya hukum itu berikut arah
perkembuangannya. Perundang-undingan dan penemuan hukum kreast mercka havas jolas
memperlihatkan asas-asas dan dasar-dasar itw,

Sementara i Kita harus mengakui babwa para hakim kerapkali harus melakukan suatu
kompromi atas asas-asas vang saling bertentangan. Dt sini tentu saja akan teriad: lagt suatu
komplikasiekstra. Penermnu hukum tidak dengan mudah dapat mengikut opuk kebiyaksanaan
vang telah berubah itn. meskipun 1a telap harus berusaha untuk mengikut opuk
kebijaksanaan tersebut. Dalam rangka im1 dapat dipahami jika para peneru hukum terus-
menerus harus diusabiakan untuk meningkatkan dirinya dalam penghayatan Pancasila.
Walaupun penemu hukum secara mtwitif dapat membedakan antara hukum vang bersandar
kepada norma-norma yvang lama dan hukum positif vang baru {vang didukung cleh
pembentuk undang-undang, tetapi belum berakar dalam kehidupan masyvarakat), namum
adalah lebih baik jika pengetabuan mereka mengenai segala sesuatu yang terkandung dalam
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Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ditingkatkas. Mercka sebenarnya yang akan
menjadi jaminan dari terlaksananva Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara kita.
Dalam pemikiran seperti ini sebenarnya tidak pada tempatnya jika berpendapat bahwa
yang satu dianggap sebagai asas hukum sedangkan vang lamn adalah kebijaksanaan
pemerintah. Asas hukum dan kebtjaksanaan Pemenintsh menurut kenidupan hukum Indo-
nesia haruslah satu dan sama,

ilka di negara lain ada kemungkinan bahwa hakim melihat perundung-undangan dard
segi yang lain daripada vang dilihat oleh pembentuknya sendir, dalam suasana hukum
Indonesia schenarnva hal int tidak seharusnya terjadi. Keduanya harus melthat persoslan
itu dari sudut yang sama, yaitu dart sudut Pancasila dengan seluruh aspek vang terkandung
di dalamnyva, Oleh karena itu. dilihat dari keharusan int prkiran-pikiran sekilar ehecks and
balances. dengan alatnya wewenang hakim menguji secara materitl suatu undang-undang,
tidaklah pada tempataya, Olch karena Pemerintah dan DPR akan benar henur mendasarkan
perundang-undangannya kepada Pancasila dan pelaksanaan wewenang vang ada padanya
juga dihayati oleh Pancasila, maka pada dasarnya tidak akan terjadi warga negaranya harus
diperlindungi dari tindakan-tindakan penguasanya. Tegasnva tGdak akan ada persoaian
perlawanan warga negara terhadap Pemenntahinya vang diwasii oleh kekuasaan kehakiman,

Pemerintah mungkin pula menunjukkan kecenderungan agar unsur tesrentu dan
perubahan sosial vang diinginkannya itu demikian rupa dimutkakkan sehingga mercka sadar
atau tidak sadar menyimnggung hak-hak kebebasan tertentu. Koreks: dan pengadilan dalam
kejadian kejadian demikian memang lebih mudah diwujudkan bilamana asas perhindungan
terhadap kebebasan individu itu memainkan peranan yang lebth besar pada pelaksana hukum
daripada realisast pertimbangan pertimbangan ckonomi politik. Tetapi hal in1 scharusnyva
tidak terjudi dalam snasana hukum Indonesia, oleh karena pembentukan undung-undang
ity senantiasa dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR dun dengan dasar
dasar pcmikiran yang sama pula, termasuk asas “dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan daiam
permusyawaratan/perwakilan.” Di sinilah letak keistimewaan sifat Pancasila, karena 1a
tidak hanya merupakan dasar dan pcmbcmukan'pcrundang—undangan. dasar pembentukan
dan pengarahan politik perubahan sosial. tctapi ia merupakan dasar dan semangat seluruh
kehidupan bermasvarakat, kehidupan bernegara, dan kehidupan pribadi di Indonesia.
Dengan demikian maka setiap orang, setiap pemegang kuasa, harus memperhankan dun
melaksanakan dengan sempurna semua vang terkandung dalam Pancasila,

Kami katakan bahwa Pancasila berisikan sifat sifat moral edukatit. Dia harus
dilatihajarkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memang scsuatu vang herat.
tetapi sangat mulia. Terutama dengan dapat dicegahnya pertumhbuban it dar pelangearan-
pelanggaran batasniva oleh Pemerintah. Dan pada pokoknva inilah yang meniadi masalah.
Dilihat dari segi initah perlunya DPR vang “kuat.” dan Mahkamah Agung vang berwibawa,
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Telas betapa perundang-undangan adalah salah saty darl ronglkatan alat-alat yang dimiliki
Pemerintah untuk mewu udkan kebjaksanaan. Diakei pula masih sedikit perhatian para
ahli hukum terhadag aspek dirl perundang-undangan yang demikian ini, yuiw vang disebut
terintegrasinya undang-undang di dalam suatu rangkaian dan sarana kebijaksanaan. Untuk
inilah kami menvarankan Pancasila senantiasa dipegang teginh sebagn' nedoman dan

ditcgaskan jelas dalam semua ungkat perundang-undangan. Dan ini dupar Jilansanakan
jika kita menggunakan “ideologi bugian.” Lebih-lehih jika kita ketahut pula bihwa dalam

pertuinbuhannya seiain daripada undang-undang viug akan melaksanakar xebijiksanaan.

juga ada undang-undong yang menentubkan kebijaksanaan atau bahkon van 2 merencanakan
ebijuksanaan tru. Kita hatus senantissa menjaga agar betapa dang-ur lang. erlepas
kebijuksanaan o, Kita harus senantiasa menjaga agar betapapun undang-ur Lang. wrlepa
dari pengaruh siapakah dia ttu terjadi. tetap merupakan dasar hukum dan atau di atas mana
ereerak kebijaksanaan vang dilaksanakan o rintah. Artinya sah tidaknva dari semva
bergerak kehijaksanaun vang dilaksanakan oleh Pemerintah. Artinya sab tidaknva dari semua
tindakan akan diukur oleh undang-undang itu sendiri. Dengan demikian maka undang-
undang adalah dalam ard yundis merupakan konstitusi dari kebijaksanaan Pamerintah,

Kitalihat segi vang fann. Walaupun sesuatu hal telah begitu jelas dan telain Jirumuskan
untuk kejadian yang lerientu. namun atgran-ataran hukum e meliputl banva son

dari ide ide dasar sebagw suatu cakrawala terakhir vang diujunya, Pancasila seb
dasar inl akan mengikat glyran 1t dengan dasar-dasar kemanusiaan vang calam sexa. [a
akan membert pula kepada perundang-undangan i sebagian dari kekuatus berlahuara,
Dengan lain perkatsan kehuastan berlaku dart perundang-undangan tergantuny kepada
Pancasila tersebut, Tanpa dasar int perundang-undangan itu tidak merupakan aziran dalam
arti schenamya. la hukanfah aturan dalam acti hakiki, melaimkan terbatas hanva kepada
suatu tindakan vang bersifal perintah belaka. Stat inti vang ada pada Pancasila itu akan
ternvata dalam keadaannya bahwa tidak satupun aturan perundang-undangan vany diadakan
atau masih akan diadakan yang dapat menimba habis ide ide pokok vang terkanduny di
dalamnya. Memang ketentuan undang-undang adalah suatu jembatan pengwujudan haseat
vang lebih dalam lagi yang tevkandung dalam Pancasila. Lebib jauh dapat dikerakan bahwa
ketentuan undang-undang vang asabnva dan kemudian telah diabstrakkan dan Kenvataan
kenyataan kongkret, dan telah dirasionahsasikan serta disisternkan 1tu tetan merupakan
suatu bentuk perantara antara manusia dengan nilat-nilat kejiwaan dan keiimuannva, Aturan
perundang-undangan vang telah dipositfkan itu dan telah dipertimbangkan <ecars rasional
pula musih merupakan knistalisasi darl pengalaman-pengalaman hukum Jdan pentlaiun
penitaian kita vang stfainya adalah kompieks sekali. Ia masih saja belun sempuraa, dan
tidaklah mungkin meliputi segala hal. Memang telah banvak hal vang diungkapkan oleh
ketentuan perundang-undangan itu. Tetapi sementara 110 masih panyak puia yang
diselubunginya, vaitu masth hanyak sekah aspek aspek dan kehidupan sehari-han yang
tersclubung di datammya. Jady ketidaksempuormaan pembentuk undang-undang dalam
menjabarkan Pancasila dalom semua usaha penyusunan perundang-undangannya adalah
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sesuatu vang iclah terkandung di dalam dan ada di dalam Pancasila itu sendiri yang juga
merupakan nilai-nilai kejiwaan dan hasrat vang sangat dalam sekali dari kemanusiaan.
Sementara itu yang lebih perlu diperhatikan adalah hahwa ia merupakan dorongan dan
mendorong bagi terjadinya partisipasi terhadap kchidupan hukum.

Peran Mahkamah Agung khususnya, peradilan umumnya sangat besar sckali dalam
menemukan dan mengembangkan serla membina hukum demikian ini. Peradilanlab, dan
khustnya Mahkamah Agung yang akan memclihara kesinambungan hukum dan
pelestartannya. Kehidupan hukum bangsa bahkan kehidupan kemasvurakatan bangsa
mengandalkan Mahkamah Agung yang berwibawa.

Kita harus mengakui, belapapun balknya penyusunan suatu rerundang-undangan.
namun ia masih mengandung ketidaksempurnaan. Oleh karena itu selain daripada ketentuan
perundang-undangan yang telah ditetapkan itu haruslah diakw hahwa dalam uap-tiap
masyarakat masih banyak sekali aturan-aturan yang olch settap orang dulam hubungannya
dengan anggota-anggota masyarakat scharusnyalah diperhatikan. Bag: kita. dengan
kedudukan dan sifat Pancasila seperti telah dikemukakan di atas, jelas bahwa antara oluran-
aturan itu serta norma-norma lain yang hidup didalam masyarakat. selain daripada norma-
norma hukum, ada keadaan kait-herkait. Olch karena itu ketentuan perundang-undangan
itu betapapun pastinya, telah tertulis bahkan mungkin telah disistemkun dalam suatu
kodifikasi, setiap waktu masih akan bergantung kepada keadaan dan tingkat periumbuhan
kebudayaan kita, schingga dalam tiap-tiap kejadian yang kongkret dia harus mendapat
penerapan yang disempurnakan pula,

Dengan ini dapatiah kita mengantisipasi adanya suatu partisipasi dan scgenap orang,
apakah ia itu pelaksana hukum ateu tidak, dalam mencani orde baru di tengah-tengah
pluralisme yang masih ada. Dengan ini kita akan melihat suatu keadaan pertumbuhan dengan
suaty sistem terbuka. Di seluruh scktor hukum, bahkan di seluruh sektor norma-norma
dalam kehidupan bermasyarakat. kita harus mendorong terjadinya suatu sistem terbuka
tersebut. Haj ini tidak perlu kita khawatirkan dan takutkan oleh karena kita telah memiliki
tali kendali. dasar dan ketentuan yang satu, yaitu Pancasila, Baik dasarnya maupun kendali
pelaksanaannya dan juga penentuan arahnya adalah sama yaitu Pancasila. Dengan demikian
maka akan terjadilah keluwesan dalam pertumbuhannya. Dan ini hanya mungkin terjadi
bilamana telah benar benar divakini, diketahui dan dihayati betapa Pancasila itu schugal
sesuatu yang harus dikctahui, sehagal scsuata yang harus diperhatikan. sehagar sesuatu
yang bersifat sosial komunikatif di antara segenap bangsa Indonesta yang harus dramnalkan,

Pancasila harus membuka dirinva bagi penycharan dan pertaburan pengertian-
pengertian, Pengutaraan yang sama di waktu-wakuu vang kemudian dapat menjadi diartikan
lain daripada di masa-masa sebelumnya. Dengan demikian maka berbagai norma 1tu bisa

mendapat isi yang berubah, yang masih tetap adalah redaksi perundang-undangannya.
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Kemungkivan ini hanya dapat terjadi hilamana kita bekerja dengan pengertian-nengertian
vany sejauh mungkin bersifat lebih umoum. Tegasnya kita harus mengaku henwi-bentuk
stmbolik vang lain daripada perundang-undangan.

Kata kata vang digunakan dalam perundang-undangan iw merupakan istilak istilak
yang bersifat kontekstual. Artinva, kata-kata itu baru akan mendapatkan arti dalan: konteks
di mana dia itu digunakan. Dialah vang mempunyai kekaatan untuk memberi motii bagt
tindakan-tindakan kita. Tetaps cara dengan mana kata-kata itu dalum keadaun kengkret
direalisasiakn dan berarti kepada perbuatan-perbuatan kemasyarakatan, tidaklah bersifat
saty kali dan ditetapkan untuk selama-lamanya.

Hal ini perju diperhatikan dengan baik, olel karena adalah suam keovasaan betapa
kadang-kadang undang-undang dan aturan perundang-undangan teravata fidad berdayva
penuh. Kitapun harus mengakui pala bahwa bentwk-bentuk pemyataan dalam perundang-
undangan adalah tidak sempurna dan masih mengandung kekurangan, Fady perundang-
undangan ity hanva merupakan inn sida dart hal yang sepenuhnya harus divtarakan.
Betapapun rasionainya kita mengemukakan segala sesuam it dalam aturan perardung-
undangan. sifatnyaitu selals dapat berubah-ubah. Ta hanya mempakan pernvataan vang
tidak sempurna dari kehsdupan masvarakat vang adalah langsunyg sifamva,

Telah dikatukan bahwa perundang-undangon adalab suatu henmb uiisan, wwat
kristalisasi vang bersifat wertentu. juga suatu kristalisasi vang terikal secaiu snomenium,
Sctelih berjalan beberapa waktu, 1a kurang dapat menjawab dengan penub arti tentang
nilai-nifai vang telab berubah. Tetapt perlulah dikerabol bahwa nilai-nilaaya imipun huksnlah
nilai-milai induk vang terkandung dalam Pancasilz itu sendirn. Kurang pulalal fa dapat
memenuhi harapan dan norma-norma yang terjadi didalam kehidupan masvarakat yang
dinamis. Datam kenvataan telab timbul sesuatu vang fain vang bersilat umum puli, scsuaty
vang baru yang tidak lagi berkaitan dengan sesuvatu yang telah disifatkan sebagai umum
dalam perundang-undangan beberapa waktu yung sehelummya, kecual Bilumana vang
bersitat umum dalam perundang-undangan it telah dithiskan dengan ndak terinet schingga
melatul pentafsiran vang juga telah berubah meluas ataupun tetbatas masih dapat berfungsi
pada waktu itu. Intlab memang hakikat dari dinanika hukum i sendiri. Dan int dipegang
dan dapat dibina olch Mahkamah Agung vang kuat dan berwibawa.

Dilihat dart tugas pembentuk undang-undang dan penjabaran Pancasila dalam
perundang-undangan. keterangan keterangan di atas berartt bahwa semakin dekad sesuutu
persoalan kepada keadaan kongkret, maka scmakin luas puls rumuosan dunt penjabarun
Pancasila tersebut dalam perundang-undangan. Tetapi semakin sempit luas lingkup
berfakunva, dan scmakin besar puta kemungkinannya dipengaruht oleh perubahan-
perubahan, vang lebih jauh memperbesar pula kemungkinan perubahan penialsran alas
kata kata vang digunakan untuk itu,
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Pancasila dapat pula dilihat sebagai sesuatt vang telah menggabungkan atau
mempersatukan. Perkataan Pancasila digunakan untuk menunjuk kepada suatu kombinasi
dari herbagai hal yang dilihat secara sendiri-sendiri adalah beraneka.

Walaupun dikatakan bahwa dalam perundang-undangan akan dijabarkan Pancasila
Jan hegita pula dalam “menemukan hukum”™ dan bukaniah musiahil untisk menjabarkan
pula semua vang telah digabungkan atau dipersatukan daiam Pancasila tersebut. namun
pada dafsamya vang dijabarkan dalam perundang-undangan dan kepulusan pengadilan it
adalah satu atau dua sila yang (clah terkandung dan telah dipersamukan datam Pancastla,
Satu hai vang diatur oleh suatu perundang-undangan didasarkan pada satu atau lebih stla-
sila yang terkandung dalam Pancasila telah dapat dikatakan berdasarkan kepada Pancasita.
Hal ini dimungkinkan oleh karena di satu pihak sila-sila tersebut berads dalam keadaun
tersusiun dan kait-berkait, tetapi di lain pihak juga disebabkan Pancasils adalah sesuatu
yang menggabungkan alau mempersatukan sila-sila tersebut. Menurut hemat Kami hal ini
penting sckali, mengingat persoalan yang samapun ada dalam perkembangan ihnu
pengetahuan hukum. Seperti telah dikemukakan, mengena: hubungan antara tndang-undang
dan ideologi masa akhir-akhir ini oleh 1lmu pengelahuan dipandang sebag sesuary yoany
penting.

Jika bagi banyak bangsa persoalan yang ditimbulkan olch kedudukan 1dzoiogl dalam
hukum merupakan persoalan yvang sulit, kiranya bagi bangsa Indonesia kesciiran kesulitan
itu tclab diatasi oleh adanya Pancasila. Sulitnya persoalan antara lain disebabkan oleh
karena di saw pihak diakui secara umum bahwa undang-undang sebagal pormyatsan dan
hukum, walaupun tidak satu satunya. yang berdasarkan kepada kenyataan kenvataan hidup
sehari-hart. di lain pihak ada pula undang-undang vang dilatarbelakargi oleh ideologi
tertenty, Jika mengenal undang-undang pada umumnya orang cenderung berpendipat bahwa
undang-undang harus memberi ruang gerak kepada pelaksana hukum. maka tmbual
pertanyaan: bagaimanakah halnya dengan pencntuan jdeologl vang meniads dasar dan
undang-undang? Hal inilah yvang telab diabsorbir oleh Pancasila dengun menvebuimva di
datam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1943 schingga betapapun Punrcasila adalah
ideologl yang berlaky umum bagi bangsa Indonesia. Pancasita adalah ideolozt negara dan
bangsa Indonesia. Dikaitkan dengan tdeologi dalam arti lainnya, maka ideologi vang ditkud
atau dianut oleh penguasa Indonesia maupun golongan-golongan dan hangsa Indonesia
harus merupakan ideologi yang tidak mengandung unsur-unsur pertentangan dengan
Pancasila. Dengan demikian Pancasila telah meningkatkan corak-corak ideologi menjurus
kepada suatu ideologi bangsa dan negara, sehingga ideologi vang metlatarbelakangt suam
undang-undang dan keputusan hukum tidak mungkin tamn selain darpadaideologt Pancasila
1ty sendiri.
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Hal ini mempunyar arti penting. Werner Maihofer dalam bukunva “fdeologie wnd
Rech:” (196Y) antara lain mengkajl apakah di belakang suatu perundang-undangan
scharusnya ada ideologl tertentu yang sengaja digunakan sebagai pangkal wlakinya dan
sasarannva sekaligus. Selanjuinya dikajinya pula mengenai kemungkinan adanya hagian
dari tdeoloygt 1t vang dituju dan menjadi pangkal tolak pula dart bagian hukum tertentu.
Pertanvaannyva lalu menjadi: sampai seberapajavuhkah pada bagian hukum tertentu ada
pandangan-pandangan ideologis yang akan membedakannya dari hagian-bagian hukum
vang lain dalam satu sistem hukum?

Bagi kita, hal ini di dalam dinnya ndak akan memimbuikan pertentangan karena yang
disebut ideoiogi bagian itu adalah yang dicita-citakan oleh satu atau beberapa sily dalam
Pancasita. Jadi yang menjadi pangkal tolak dari bagian hukum tertentu adalah merupakan
pula cita-cita yang terkandung dalam Pancasila sebagai gabungan dari jaiinan cita-cit
terschut. vang selanjutnya menjadi pangkal tolak puta dari keseluruhan sistem hukum In-
domesia. Tetapl menurat pengaimatan kami kal in1 belum mendapat perhatian dari pembentuk
undang-undang kita mavpun pengadilan dan ahli hukum umumnya.

Tegasnya di samping ideclogi vang melatarbelakangt dan menjadt dusar dari
keseluruhan tertib hukum nasional vang dalam hal ini ideologt itn adalah Pancasila, masth
ada vang disebut ideologt hagian. vait ideologi yang melatarbelakangi dan menjadi dasar
dari saw bagian kescluruhan hukum. dan dalam hal in1 adalah sila atau stia-sila dalam
Pancasila. Tentu saja ideologi bagian int ydak akan mengandung hal-hal vang hertentangan
dengan deologi keseluruhan (Pancasila), Justru di sintlah letak keawasan ari pembentuk
undang-undang untuk selain daripada menjubarkan Pancasila muangkin pula menjubarkan
satu atau lebih dant sila-sila dalam Pancasila ke dalam perundang-undangan vang dalam
akhirnya haruslah diperhatikan dengan teliti sekali, bahwa penjabaran dan satu atau Ichih
siia-sila tersebut tidak akan mengandung sifat-sifat yang bertentangan dengan yuny dicita-
citakan oleh Pancasila (dengan kelima sila-silanyva bersama-sama),

Di pihak fain dimungkinkan pula bahwa perencanaan undang-undang vang didusarkan
kepada pemikiran-pemikiran umum universal harus mampu untuk pertama-tama didasarkan
kapada ideologi bagian vang merupakan dasar dari rencana undang-undang terschut. dan
ittt adalah salah satu atau beberapa sila dar Pancasila. tetap pada tingkat selanjuinya harus
diteliti lagi agar idcologi bagian mi dalam implementasinya tdak akan menimbulkan
pertentangan dengan ideclogt bangsa dan negara. yaitu Pancasila. Tegasnva tidak
hertentangan dengan cita-cita vang dikandung dalam sila-sila vang lain dan atau sila-sila
keseluruhannya sccara terpadu.

Dualam pemjabarannva inilah kami maksudkan bahwa rumusan dan ideologt hagian

adalah lebih luas, tetapi isinva lebih terbatas dan kongkret. Sebaliknyaideologi kesclurhan
rumusannya adalah lebih singkat tctapi isinya Jebih luas dan sifainya adalah abstirak pula.
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Kami pilih rumusan ini oleh karena berpikir mengenai hukum adalah juga berpikir
mengenai ide-ide sekitar tata masyarakat yang juga merupakan dasar darinva. Dan rumusan
ini pulalah vang sesuai dengan pengertian-pengertian lain vang kami gunakan.

Tidaklah semua undang-undang tentunya dengan tegas harus menvebutkan ideologi
vang melatarbelakanginya. Tetapi kiranya jelas bahwa ideclogi pada satu waktu akan
herpengaruh dalam perundang-undangan yang sedang direncanakan, selanjutnya dalam
kcpufusan pengadilan maupun administrasi. Ideologi sclanjutnva akan tersimpul dalam
perundang-undangan atau dalam bahan-bahan hukum lainnya vang mempunyai wibawa.

Terutama bagi ahli hukum, ideologiitu lalu menjadi susto teknik. Jika tidak demikian,
maka ia akan cenderung jatuh ke dalam pandangan-pandangan ideologi sendirt. Dalam hal
inilah mungkin sekali ahli hukum akan berbeda dari ahli poliuk.

V. PENUTUP

Keterangan keterangan yang telah dikemukakan dalam Subab Ke-Z di atas (mengenal
masalah penemuan hukum dalam sejarah teori hukum?, jika dibandingkan dengan masalah
penemuan hukum dalam hukum nasional Indonesia. maka kita harus memperhatikan secara
khusus hal-hal vang telah dikemukakan dalam Subbab Ke-3 dan Ke-4 wlisan mi. i sini
terlihat jelas bahwa hukum Indonesia menghadapt masalah yang berbeda. dan lebih
kompleks daripada masalah penemuan hukum umumnya. Hal ini disebabkan adanva amanat
konstitusional terhadap pembentukan dan pengembangan hukum Indonesia. vang ditegaskan
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,

Akan demikian pula halnya dengan penyusunan dan pengembangan teori hukam In-
donesia. yang menjadi tugas akademi. Namun peran Mahkamah Agung khususnva, dan
peradilan umumnya sangat menentukan, baik bagi pengembangan dan pembinaan hukum
nasional, maupun untuk penyusunan suatu teori hukum Indonesia. Trulah sebabnva, kami
katakan bahwa adanya Mahkamah Agung vang berwibawa perlu untuk penemuan dan
pembinaan hukum nasional Indonesia.



